
 

ABSTRAK 

 

 

Pembebasan bersyarat adalah kebebasanya Narapidana setelah menyelsaikan 

sekurang-kurangnya dua pertiga masa tahanan lalu dengan ketentuan dua pertiga 

ini tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Pembebasan bersyarat ini dapat diberikan 

kepada Narapidana sepanjang persyaratan dan persyaratan yang ditetapkan oleh 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 tahun 2018 tentang 

Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Keluarga, 

Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat 

(Permenkumham 3/2018).Pembebasan bersyarat dapat disetujui dengan syarat dan 

ketentuan yang ditetapkan dan diambil proses yang diumumkan dalam 

permenkumham 3/2018 sampai diterbitkannya keputusan pemberian pembebasan 

bersyarat dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan 

Ham. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini Dalam 

penelitian ini, Penulis menggunakan metode hukum normatife atau penelitian 

perpustakaan adalah penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni 

menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, 

keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. 

Sehubungan dengan masa pidana pokok yang dijalanin terpidana Pantun 

Banjarnahor hampir habis sedangkan terpidana telah menyerahkan asset – asset 

kepada Kejaksaan negeri Jakarta Pusat yang berdasarkan hasil Appraisal yang 

ditunjuk terpidana nilainya telah melebihi nilai uang pengganti maka agar tidak 

mengurangi hak hak terpidana serta guna mennghindari Gugatan Perbuatan 

Melawan Hukum atau gugatan atas pengembalian asset segera melaksanakan  

mengeluarkan terpidana Pantun Banjarnahor. Dengan demikian penyelesaian 

perkara dalam Pelaksanaan Eksekusi terhadap Barang Sitaan Narapidana Tindak 

Pidana Korupsi yang Mengajukan Pembebasan Bersyarat dapat dipertanggung 

jawabkan olek pihak Penegak Hukum sebagai alat Negara. 

 




